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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc212749085]Latar Belakang
Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan konsisten. Salah satu strategi penting untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan adalah melalui penerimaan pajak (Wibowo & Gunarto, 2024). Kemandirian dalam hal ini merupakan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada sumber dana luar negeri, seperti utang atau bantuan asing. Kemandirian tercapai jika penerimaan dan pembiayaan pembangunan berasal dari sumber-sumber domestik, terutama pajak, sehingga negara dapat mengendalikan pengeluaran serta arah kebijakan pembangunan sesuai prioritas nasional (Amin dkk., 2023).
Berdasarkan data APBN tahun 2020 hingga 2024, proporsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara konsisten berada pada kisaran 80% hingga 83%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur APBN Indonesia sangat bertumpu pada sektor perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan belanja negara, yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik. Fluktuasi angka penerimaan, khususnya penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, kebijakan fiskal pemerintah, reformasi perpajakan, serta perubahan harga komoditas global. Kebijakan insentif fiskal dan penguatan administrasi perpajakan turut berperan dalam menjaga stabilitas dan optimalisasi penerimaan negara, sebagaimana tercermin dalam dokumen APBN setiap tahunnya.
[bookmark: _Toc212159167]Tabel 1. 1 Ketergantungan Pembiayaan APBN Indonesia pada Penerimaan Perpajakan selama Periode 2020-2024
(Dalam Triliun Rupiah)
	Tahun 
	Pendapatan Negara
	Penerimaan Perpajakan
	Persentase Pajak dalam APBN

	2020
	1.699,9
	1.404,5
	82,62%

	2021
	1.743,6
	1.444,5
	82,85%

	2022
	1.846,1
	1.510,0
	81,79%

	2023
	2.463,0
	2.021,2
	82,06%

	2024
	2.802,3
	2.309,9
	82,43%


Sumber: Informasi APBN 2020-2024, diakses tahun 2025
Kontribusi dari wajib pajak orang pribadi memegang peranan yang penting dalam mendukung target penerimaan perpajakan nasional. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui reformasi administrasi, integrasi data, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan. Implementasi kebijakan seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dan program pengungkapan sukarela bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Indriani & Norhamida, 2024). 
Dalam struktur penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan pada pos wajib pajak orang pribadi menunjukkan proporsi yang relatif signifikan tetapi belum optimal dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan pajak lainnya. Dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, kontribusi nominal pajak penghasilan terhadap total penerimaan perpajakan masih harus digali lebih optimal. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan yang signifikan dan konsisten antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan mereka yang secara aktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana dilansir dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023.
[bookmark: _Toc212159168]Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2020-2023
	Uraian
	2023
	2022
	2021
	2020

	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
	68.771.214
	65.129.651
	61.536.414
	45.426.723

	SPT Tahunan PPh
	15.520.111
	15.504.277
	14.964.058
	12.105.833

	Rasio Kepatuhan
	22,57%
	23,81%
	24,32%
	30,52%


Sumber: Laporan Tahunan DJP 2023
Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih jauh dari ideal. Pada tahun 2020, dari 45,4 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya 12,1 juta (30,52%) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh, sementara 33,3 juta wajib pajak (69,48%) tidak melaporkan. Ketimpangan ini terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 61,5 juta, namun yang melaporkan SPT hanya 14,96 juta (24,32%), dan sebanyak 46,6 juta wajib pajak (75,68%) tidak memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Tren serupa terlihat pada tahun 2022, dengan 65,1 juta wajib pajak terdaftar, hanya 15,5 juta (23,81%) yang melaporkan SPT, berarti ada 49,6 juta wajib pajak (76,19%) yang tidak melapor. Pada tahun 2023, dari 68,7 juta wajib pajak terdaftar, hanya 15,5 juta (22,57%) yang melaporkan SPT, sementara 53,3 juta (77,43%) tidak melaporkan. 
Sementara berdasarkan data yang disampaikan oleh DDTCNews (2024) dan Pajakku (2025), hingga 30 April 2024 tercatat sebanyak 14,18 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah disampaikan oleh wajib pajak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,14 juta SPT berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan 1,04 juta lainnya berasal dari Wajib Pajak Badan. Namun, pada tahun pajak berikutnya, terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat pelaporan. Hingga 1 April 2025, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baru mencapai 12,34 juta.
Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Mereka mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti kualitas tata kelola dan faktor institusional. Kualitas tata kelola dalam konteks ini yaitu sejauh mana pemerintah mengatur dan mengendalikan sumber daya ekonomi dan sosial untuk mendorong pembangunan nasional, mencerminkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat (Allif Anwar Abu Bakar dkk., 2021). Kemudian faktor institusional yang terdiri dari faktor formal dan faktor informal. Faktor formal meliputi undang-undang (Putra dkk., 2022) serta kebijakan (Sriniyati, 2020). Sedangkan faktor informal meliputi norma sosial (Primasari & Mutmainah, 2022), budaya lingkungan (Ahmad Mukoffi dkk., 2023) dan kebiasaan masyarakat (Fauziati dkk., 2022). Namun penelitian-penelitian tersebut belum mempertimbangkan kepercayaan sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan kualitas tata kelola dan faktor institusional dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini secara umum ingin mengeksplorasi peran mediasi dari kepercayaan. 
Kepercayaan (trust) dalam perpajakan merujuk pada keyakinan wajib pajak terhadap institusi pengelola pajak yang dianggap menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting untuk mendorong kepatuhan pajak, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Studi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, di mana kemudahan pelayanan dan transparansi menjadi faktor kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan ini (Anjarwi, 2025).
Salah satu contoh dari fenomena ini adalah kasus Rafael Alun, mantan pejabat Ditjen Pajak, yang terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menunjukkan ketidakpatuhan aparat pajak terhadap kewajiban perpajakan mencerminkan lemahnya kualitas tata kelola institusi. Rafael memiliki aset Rp56,1 miliar melalui nominee meskipun gaji resminya hanya Rp12 juta per bulan, dan terlibat dalam tindakan korupsi menerima gratifikasi serta pencucian uang. Dampak paling signifikan adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak, menciptakan seruan boikot pembayaran pajak.
Penelitian ini menggunakan teori institusional sebagai landasan. Pada teori ini menjelaskan bahwa kualitas tata kelola dan faktor institusional memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi melalui pembentukan kepercayaan. Kualitas tata kelola yang baik menciptakan tekanan normatif yang membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak, sedangkan faktor institusional seperti regulasi efektif, stabilitas hukum, serta lingkungan sosial memperkuat pengaruh ini. Kepercayaan bertindak sebagai mediasi dalam menghubungkan kualitas tata kelola dan faktor institusional dengan kepatuhan pajak, sehingga ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi, mereka akan cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan.
Penelitian mengenai hubungan antara kualitas tata kelola serta faktor institusional pada kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, jumlah studi yang membahas tentang kepercayaan sebagai variabel mediasi terkait kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas. Penelitian yang ada lebih berfokus pada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwi (2025) memperoleh hasil bahwa kepercayaan terbukti menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammed Alkali dkk. (2021) yang memperoleh hasil bahwa kepercayaan tidak sepenuhnya memediasi seluruh dimensi kualitas tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini guna menguji dinamika kompleks yang memengaruhi kepatuhan pajak, dengan fokus pada kualitas tata kelola, faktor institusional, serta peran kepercayaan sebagai variabel mediasi terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Dengan mengkaji keterkaitan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam mengenai strategi peningkatan tata kelola, optimalisasi kebijakan komunikasi, dan pembangunan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat. 
[bookmark: _Toc212749086]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah faktor institusional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap kepercayaan?
4. Apakah faktor institusional berpengaruh positif terhadap kepercayaan?
5. Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kepercayaan memediasi hubungan kualitas tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kepercayaan memediasi hubungan faktor institusional terhadap kepatuhan wajib pajak?
[bookmark: _Toc212749087]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah:
8. Menguji pengaruh kualitas tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Menguji pengaruh faktor institusional terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Menguji pengaruh kualitas tata kelola terhadap kepercayaan.
11. Menguji pengaruh faktor institusional terhadap kepercayaan.
12. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.
13. Menguji pengaruh kepercayaan dalam memediasi hubungan kualitas tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak.
14. Menguji pengaruh kepercayaan dalam memediasi hubungan faktor institusional terhadap kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc212749088]Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
15. Manfaat Teoritis
Adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta sebagai bahan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan pembanding guna menambah ilmu pengetahuan.
16. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi perpajakan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, adanya penelitian ini dapat digunakan bahan evaluasi dan pembaharuan program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. 
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[bookmark: _Toc212749089]
KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc212749090]Landasan Teori
[bookmark: _Toc212749091]Teori Kelembagaan (Institutional Theory)
Teori kelembagaan atau teori institusional menjelaskan bahwa terbentuknya suatu organisasi dipengaruhi oleh tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya proses institutionalisasi. Pemikiran dasar dari teori ini adalah bahwa untuk dapat bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan publik atau masyarakat bahwa organisasi tersebut merupakan entitas yang sah (legitimate) dan layak untuk didukung dalam mencapai tujuan organisasi publik tersebut. Menurut Ridha & Aryadi (2012), teori kelembagaan digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.
Dalam teori ini, DiMaggio & Powell (1983) mengemukakan tiga bentuk isomorfisme yang menjadi tekanan bagi organisasi, yaitu:
1. Isomorfisme koersif, yaitu bentuk tekanan eksternal dimana suatu organisasi harus mematuhi aturan yang berlaku agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Isomorfisme normatif, yaitu bentuk komitmen manajemen di dalam organisasi. Semakin tinggi tingkat isomorfisme normatif, maka pencapaian tujuan organisasi akan semakin maksimal.
3. Isomorfisme mimetik, yaitu respons organisasi terhadap ketidakpastian lingkungan dengan meniru organisasi lain yang telah berhasil. Dalam kondisi ini, atasan akan mengarahkan bawahannya untuk mencontoh praktik-praktik organisasi yang sukses.
Institusi merupakan faktor fundamental dalam mendorong keberhasilan ekonomi jangka panjang, dengan variasi dalam institusi ekonomi menjadi pusat perhatian dalam teori-teori pembangunan komparatif. Teori ini menantang anggapan bahwa hak kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar saja yang menjadi kunci utama pembangunan (Harahap, 2024).
Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana institusi memengaruhi sikap individu terhadap perpajakan. Sejarah ekonomi dan evolusi institusional memiliki peran penting dalam membentuk moral pajak tersebut. Misalnya, teori aksi kolektif institusional menyoroti pentingnya modal sosial dan kerja sama institusional di masa lalu yang membangun rasa kewajiban bersama serta kepercayaan terhadap penggunaan penerimaan pajak oleh negara untuk kepentingan publik (Ntiamoah dkk., 2023). Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa desain dan operasional institusi perpajakan, seperti administrasi dan penegakan pajak, turut memengaruhi moral pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak  (Anjarwi, 2025).
Dalam konteks perpajakan, tekanan koersif dapat berupa peraturan dan sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah, tekanan normatif muncul dari nilai dan etika profesional yang mendorong kepatuhan, sedangkan tekanan mimetik terjadi ketika wajib pajak meniru perilaku patuh dari entitas lain. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya merupakan hasil dari rasionalitas ekonomi, tetapi juga refleksi dari adaptasi terhadap norma dan legitimasi institusional (Richard Scott, 2014).
Penerapan teori institusional dalam penelitain berkorelasi untuk menjelaskan kualitas tata kelola dan faktor institusional dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak melalui pembentukan legitimasi dan persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan. Kualitas tata kelola yang baik mencerminkan tekanan normatif yang menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, sedangkan faktor institusional seperti efektivitas regulasi, stabilitas hukum, dan lingkungan sosial ekonomi memperkuat tekanan koersif dan mimetik. Kepercayaan dapat memperkuat pengaruh tata kelola dan faktor institusional terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pajak, maka legitimasi yang terbentuk akan meningkatkan kepatuhan sukarela (Suchman, 1995; Torgler & Schneider, 2007).
Dengan demikian, teori kelembagaan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor sosial, dan ekonomi yang mendasari kepatuhan perpajakan. 
[bookmark: _Toc212749092]Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)
Samuel (2022) mengungkapkan yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ketika seorang wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Manifestasi kepatuhan dapat terlihat dari berbagai aspek, antara lain ketaatan dalam memenuhi persyaratan formal perpajakan, melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan benar, serta kepatuhan dalam mengisi dan menyampaikan Surat Setoran Pajak. Selain itu, kepatuhan juga tercermin melalui ketepatan dalam melakukan perhitungan, pembayaran pajak terutang, hingga penyelesaian atas tunggakan pajak yang dimiliki.
Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yang akan disebut sebagai Wajib Pajak Patuh, adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut: 
1. Memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika ada izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran pajak; 
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama periode 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT atau belum. Ini menjadi penting karena jika wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), maka berarti mereka telah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masri dkk. (2025) menemukan bahwa moral pajak dan pengetahuan perpajakan, sebagai faktor intrinsik dan ekstrinsik, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Temuan lain oleh Primasari & Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Mukoffi dkk. (2023), yang menyoroti peran religiusitas, moral, dan budaya lingkungan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19. Penelitian oleh Fauziati dkk. (2022) menegaskan bahwa insentif serta lingkungan sosial turut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
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Tingkat pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya ekonomi serta sosial sangat penting dalam mendukung proses pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara optimal dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi ini secara efisien dan adil, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Melalui pengelolaan yang baik, pemerintah diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup warga, serta menjaga keharmonisan sosial dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintah menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut (Syahdullah, 2015).
Kualitas tata kelola pemerintahan menggambarkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat diukur dari persepsi masyarakat mengenai mutu pelayanan publik, profesionalisme aparatur negara yang bebas dari intervensi politik, serta kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Aspek esensial yang membentuk kualitas tata kelola meliputi efektivitas pemerintah, mutu regulasi, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi. Keseluruhan indikator ini mencerminkan kinerja dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahayu dkk., 2023).
Kualitas tata kelola mencerminkan kapasitas pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, demokratis, serta berlandaskan supremasi hukum yang diterima oleh masyarakat (Anjarwi, 2025; Masri dkk., 2025). Tata kelola yang baik ditandai oleh stabilitas politik dan konsistensi penerapan sistem hukum, yang secara keseluruhan menciptakan lingkungan kondusif bagi meningkatnya kepatuhan pajak melalui terbentuknya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Allif Anwar Abu Bakar dkk., 2021; Masri dkk., 2025).
Masri dkk. (2025) mengemukakan bahwa kualitas tata kelola secara signifikan dapat mendorong kepatuhan pajak, dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai mekanisme utama. Pada penelitian Anjarwi (2025), menegaskan bahwa kualitas tata kelola serta faktor institusional memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan dan moral pajak, yang pada gilirannya memperkuat kepatuhan. Sejalan dengan itu, Allif Anwar Abu Bakar dkk. (2021) juga menemukan bahwa stabilitas politik dan sistem hukum yang kuat merupakan kondisi penting yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara.
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Faktor institusional merupakan kerangka formal dan informal yang berpengaruh dalam membentuk perilaku individu maupun kelompok, serta mempengaruhi sikap dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Struktur formal mencakup aturan tertulis, kebijakan, dan prosedur yang dapat dioperasionalkan secara administratif, sedangkan kerangka informal meliputi norma, budaya, dan kepercayaan yang tersusun dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat maupun organisasi. Gabungan dari kedua kerangka ini menciptakan tekanan institusi yang mendorong atau menghambat perilaku tertentu, sehingga membantu menjelaskan dinamika sosial maupun organisasi dalam konteks penerapan kebijakan dan norma sosial (Darono, 2012; Horodnic, 2018).
Sriniyati (2020) menyatakan bahwa moral pajak serta kebijakan pengampunan pajak sebagai bagian dari faktor formal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Primasari & Mutmainah (2022) bersama Ahmad Mukoffi dkk. (2023) menemukan bahwa norma sosial serta budaya lingkungan sebagai faktor informal turut berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sejalan dengan temuan tersebut, Masri dkk. (2025) menegaskan bahwa perpaduan antara faktor formal dan informal yang membentuk kondisi institusional secara keseluruhan memiliki kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
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Kepercayaan (trust) dalam perpajakan merujuk pada keyakinan wajib pajak, terhadap institusi yang mengelola pajak. Keyakinan ini mencerminkan harapan bahwa otoritas pajak bekerja dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan menjadi dasar penting dalam mendorong kepatuhan, memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik mampu memperkuat kepercayaan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Anjarwi, 2025).
Dalam interaksi perpajakan, kepercayaan berperan sebagai penghubung antara perilaku petugas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak meyakini bahwa petugas akan menjalankan tugas dengan integritas dan sikap hormat tanpa bersikap otoriter yang justru melemahkan motivasi. Studi di Indonesia membuktikan bahwa perlakuan yang transparan dan penuh penghargaan dari petugas pajak dapat meningkatkan kepercayaan, yang selanjutnya mendorong kepatuhan lebih tinggi. Dengan demikian, kepercayaan menjadi penguat kontrak psikologis antara wajib pajak dan otoritas pajak (Prastiwi & Diamastuti, 2023).
Kepercayaan juga berfungsi sebagai landasan psikologis dalam membentuk kepatuhan pajak yang tumbuh dari pengalaman positif, rasa keadilan, serta transparansi pengelolaan pajak. Tingginya tingkat kepercayaan, terutama di kalangan muda, menjadi faktor penting dalam membangun moral pajak dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, upaya membangun dan menjaga kepercayaan publik merupakan syarat fundamental untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Kiptum dkk., 2024).
Appiah dkk. (2024) menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Anjarwi (2025) juga menegaskan bahwa kepercayaan berperan sebagai variabel mediasi penting dalam hubungan antara kualitas tata kelola dan faktor institusional terhadap moral serta kepatuhan perpajakan. Selaras dengan temuan tersebut, Mohammed Alkali dkk. (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas, stabilitas politik, dan pengendalian korupsi mampu meningkatkan tingkat kepercayaan yang pada akhirnya memediasi hubungan menuju kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, studi Fauziati dkk. (2022) serta Primasari & Mutmainah (2022) memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan sosial yang positif turut memperkuat tingkat kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan secara sukarela.
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Tabel 2. 1 Penelitian TerdahuluDisambung ke halaman berikutnya

	[bookmark: _Hlk212298276]No.
	Nama Peneliti dan Tahun
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Anjarwi (2025)	Independen: kualitas tata kelola, faktor institusional
Mediator: kepercayaan
Dependen: moral pajak
Moderasi: media campaigns
	- Kualitas tata kelola dan faktor institusional berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak 
- Kepercayaan secara signifikan memediasi pengaruh kualitas tata kelola dan faktor institusional terhadap moral pajak
- Kampanye media tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara kepercayaan dan moralitas pajak.




Tabel 2.1 SambunganDisambung ke halaman berikutnya

	No.
	Nama Peneliti dan Tahun
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	2.
	Masri dkk. (2025)	Independen: kualitas tata kelola, moral pajak, pengetahuan pajak
Dependen: kepatuhan pajak
Moderasi: kualitas tata kelola
	- Kualitas tata kelola, moral pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Moderasi kualitas tata kelola dapat memperlemah pengaruh moral pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan.

	3.
	Appiah dkk. (2024)	Independen: pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah
Mediasi: keadilan pajak
Dependen: kepatuhan pajak
	- Pengetahuan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak 
- Keadilan pajak memediasi secara signifikan hubungan antara pengetahuan pajak serta kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan pajak

	4.
	Ahmad Mukoffi dkk. (2023)	Indipenden: religiusitas, moral, budaya lingkungan
Dependen: wajib pajak UMKM
	- Religiusitas, moral dan budaya lingkungan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat masa 
pandemi Covid-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

	5.
	Putra dkk. (2022)	Independen: sanksi perpajakan, reformasi perpajakan
Dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Moderasi: kebijakan relaksasi 
PPh 21 
	- Sanksi perpajakan dan reformasi perpajakan berpengaruh postitif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Kebijakan relaksasi PPh 21 belum mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan maupun reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	6.
	Primasari & Mutmainah (2022)	Independen: norma personal, norma sosial, norma nasional
Dependen: kepatuhan pajak sukarela
	- Norma personal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela
- Norma sosial berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan sukarela 
- Norma nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela

	7.
	Mohammed Alkali dkk. (2021)	Independen: public governance quality
Mediasi: trust
Dependen: tax compliance
	- Akuntabilitas, stabilitas politik, dan kontrol korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Kepercayaan memediasi hubungan antara akuntabilitas dan stabilitas politik terhadap kepatuhan wajib pajak

	8.
	Allif Anwar Abu Bakar dkk. (2021)	Independen: suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintah, rule of law
Dependen: kepatuhan pajak
	- Stabilitas politik dan aturan hukum berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku kepatuhan pajak
- Suara dan akuntabilitas serta efektivitas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak


Tabel 2.1 Sambungan
	No.
	Nama Peneliti dan Tahun
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	9.
	Fauziati dkk. (2022)	Independen: insentif perpajakan, lingkungan sosial
Dependen: kepatuhan wajib pajak
	- Insentif perpajakan dan lingkungan sosial secara simultan maupun parsial 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang

	10.
	Sriniyati (2020)	Independen: moral pajak, sanksi pajak, kebijakan pengampunan pajak
Dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	- Moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib


    Sumber: Data diolah, 2025
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Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
Sumber: Penulis, 2025

Teori kelembagaan berasal dari pandangan bahwa perilaku individu maupun organisasi dipengaruhi oleh tekanan lingkungan institusional yang menuntut legitimasi sosial agar dapat diterima dan dipercaya publik (DiMaggio & Powell, 1983; Richard Scott, 2014). Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari proses institusionalisasi yang melibatkan tekanan normatif, koersif, dan mimetik. Tekanan normatif tercermin pada kualitas tata kelola (X1) yang menunjukkan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Sementara itu, faktor institusional (X2) mencerminkan tekanan koersif melalui penerapan kebijakan dan sanksi perpajakan, serta tekanan mimetik melalui pengaruh nilai sosial dan budaya kepatuhan di masyarakat. Kedua faktor tersebut berperan dalam membangun legitimasi dan persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan (M) menjadi mekanisme mediasi hubungan antara kualitas tata kelola dan faktor institusional dengan kepatuhan pajak, di mana tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap integritas serta keadilan institusi pajak mendorong munculnya kepatuhan sukarela (Suchman, 1995; Torgler & Schneider, 2007).
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[bookmark: _Toc212749099]Pengaruh Kualitas Tata Kelola terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Teori kelembagaan menempatkan kualitas tata kelola sebagai pilar utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam teori ini, kualitas tata kelola diartikan sebagai kemampuan institusi pemerintah, dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan stabilitas politik. Tata kelola yang baik menciptakan sistem perpajakan yang jelas, adil, dan dapat dipercaya, sehingga membangun legitimasi institusi di mata masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai apakah sistem perpajakan layak dipatuhi. Dengan demikian, kualitas tata kelola berperan sebagai fondasi yang memperkuat persepsi keadilan dan profesionalisme dalam pengelolaan pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. 
Kualitas tata kelola yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketika sistem perpajakan dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi, wajib pajak cenderung lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran atau penghindaran pajak, sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai baik secara formal maupun material. Dengan adanya tata kelola yang profesional, wajib pajak merasa terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan, melaksanakan pelaporan secara tepat waktu, dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan penelitian Anjarwi (2025), diperoleh temuan bahwa kualitas tata kelola berpengaruh signifikan terhadap moral pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Masri dkk. (2025), kualitas tata kelola bersama moral pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian oleh  Allif Anwar Abu Bakar dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa stabilitas politik dan aturan hukum yang baik sebagai elemen kualitas tata kelola secara signifikan meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H1: Kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
[bookmark: _Toc212749100]Pengaruh Faktor Institusional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan teori kelembagaan, perilaku individu dan organisasi dipengaruhi oleh struktur dan mekanisme kelembagaan yang terdiri atas institusi formal (aturan hukum, regulasi, kebijakan pemerintah) dan institusi informal (norma sosial, nilai budaya, serta persepsi moral). Faktor institusional mencerminkan sejauh mana sistem hukum dan sosial mendukung terciptanya kepatuhan pajak (Kiridaran dkk., 2024). Institusional yang terbangun kokoh seiring dengan kepercayaan masyarakat pada institusi tersebut sehingga ketika peraturan dibuat, masyarakat cenderung patuh terhadap peraturan tersebut. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Augustine dkk., 2022).
Dalam konteks ini, pengaruh faktor institusional terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi melalui interaksi antara faktor formal dan faktor informal yang berlaku di masyarakat. Ketika faktor formal berjalan selaras dengan nilai dan norma sosial, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan antara regulasi dan norma sosial, tax morale dan kepatuhan pajak dapat menurun. Kepercayaan terhadap institusi, baik secara vertikal (kepada pemerintah) maupun horizontal (kepada sesama wajib pajak), memperkuat efek positif faktor institusional dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan berkelanjutan (Anjarwi, 2025; Horodnic, 2018).
Pada penelitian Anjarwi (2025) ditemukan bahwa faktor institusional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak serta kepercayaan wajib pajak. Penelitian Primasari & Mutmainah (2022) juga mengungkapkan norma sosial sebagai representasi faktor informal berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Sriniyati (2020) menyatakan moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak (faktor formal) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Masri dkk. (2025) dan Appiah dkk. (2024) menegaskan pentingnya faktor institusional sebagai bagian dari pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H2: Faktor institusional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
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Teori kelembagaan menegaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh struktur dan mekanisme kelembagaan, yang terdiri dari aturan formal, norma sosial, dan nilai kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kualitas tata kelola menjadi elemen sentral yang menentukan legitimasi institusi pajak di mata publik. Tata kelola yang baik diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan partisipasi. Ketika institusi pajak mampu menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, mereka tidak hanya memenuhi harapan sosial dan standar normatif masyarakat, tetapi juga membangun citra sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan diandalkan. 
Pengaruh kualitas tata kelola terhadap kepercayaan wajib pajak terjadi melalui beberapa tahapan. Transparansi dalam pengelolaan pajak memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana publik, sehingga mengurangi kecurigaan dan persepsi negatif terhadap institusi pajak. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan institusi pajak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga wajib pajak merasa aman dan yakin bahwa hak serta kewajiban mereka diperlakukan secara adil. Efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pajak memperkuat persepsi bahwa institusi pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai pelayan publik yang berkomitmen pada kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak juga meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap institusi pajak.
Penelitian Anjarwi (2025) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil Mohammed Alkali dkk. (2021) yang menyatakan akuntabilitas, stabilitas politik, dan kontrol korupsi berpengaruh signifikan pada kepercayaan dan kepatuhan pajak. Penelitian Allif Anwar Abu Bakar dkk. (2021) juga melaporkan stabilitas politik dan aturan hukum (bagian kualitas tata kelola) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang secara implisit meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H3: Kualitas tata kelola berpengaruh positif terhadap kepercayaan
[bookmark: _Toc212749102]Pengaruh Faktor Institusional terhadap Kepercayaan
Teori institusional menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak sangat dipengaruhi oleh faktor institusional, yang terdiri dari faktor formal dan informal. Faktor formal meliputi kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang mengatur sistem perpajakan secara resmi. Kebijakan dan undang-undang yang jelas, konsisten, dan adil akan membentuk persepsi masyarakat bahwa institusi pajak memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Sementara itu, faktor informal mencakup norma sosial, budaya lingkungan, dan kebiasaan masyarakat yang berkembang di sekitar wajib pajak. Norma sosial seperti nilai kejujuran, budaya gotong royong, serta kebiasaan melaporkan pajak secara kolektif dapat memperkuat atau melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Dalam kerangka teori ini, kepercayaan wajib pajak dibangun ketika institusi pajak mampu menunjukkan legitimasi melalui penerapan aturan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku. 
Pengaruh faktor institusional terhadap kepercayaan wajib pajak terjadi melalui interaksi antara kebijakan dan undang-undang yang diterapkan secara adil, transparan, dan konsisten, serta norma sosial dan budaya yang mendorong perilaku patuh pajak. Ketika kebijakan perpajakan dirasakan adil, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, wajib pajak akan menilai institusi pajak sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas juga memberikan rasa aman bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak, seperti adanya dorongan dari lingkungan sekitar untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, serta budaya gotong royong yang menekankan kontribusi untuk kepentingan bersama, akan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi. Kebiasaan masyarakat yang terbiasa dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwi (2025) mengemukakan bahwa faktor institusional berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Mohammed Alkali dkk. (2021) bahwa kepercayaan warga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, termasuk institusi formal yang memayungi perpajakan. Selain itu, penelitian yang mengkaji norma sosial, Primasari & Mutmainah (2022) dan Ahmad Mukoffi dkk. (2023), menunjukkan bahwa norma dan budaya lingkungan yang merupakan bagian dari faktor informal berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H4: Faktor institusional berpengaruh positif terhadap kepercayaan
[bookmark: _Toc212749103]Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Teori institusional menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi (seperti tarif pajak atau sanksi), tetapi juga oleh kepercayaan terhadap institusi pajak sebagai bagian dari sistem kelembagaan. kepercayaan timbul dari tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (ability), integritas (integrity), dan niat baik (benevolence). Pada konteks perpajakan, apabila wajib pajak memandang otoritas pajak memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak, bersikap jujur, serta memperhatikan kepentingan publik, maka tingkat kepercayaan mereka akan meningkat, hal ini dapat memengaruhi sikap kepatuhan. 
Kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan merupakan aspek penting dalam membangun kepatuhan pajak. Kepercayaan ini lahir ketika wajib pajak meyakini bahwa otoritas pajak menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga mengurangi sikap keberatan terhadap sistem perpajakan serta meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, kepercayaan dapat dipandang sebagai fondasi utama yang memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat dalam mendorong kepatuhan pajak.
Penelitian Appiah dkk. (2024) secara eksplisit menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Anjarwi (2025) juga menguatkan peran kepercayaan sebagai variabel yang berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Selain itu, Masri dkk. (2025) mengindikasikan bahwa faktor kepercayaan sangat penting dalam memperkuat kepatuhan pajak melalui pengaruhnya bersama faktor intrinsik dan ekstrinsik. Penelitian Mohammed Alkali dkk. (2021) juga menegaskan kepercayaan sebagai mediator yang efektif dalam hubungan tata kelola dan kepatuhan pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H5: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
[bookmark: _Toc212749104]Pengaruh Kepercayaan dalam Memediasi Hubungan Kualitas Tata Kelola terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Mengacu pada teori institusional, perilaku individu dalam konteks sistem formal seperti perpajakan sangat dipengaruhi oleh legitimasi dan kualitas institusi tempat mereka berinteraksi. Legitimasi yang dihasilkan dari tata kelola yang baik berperan penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak (taxpayer trust) terhadap otoritas pajak. Ketika wajib pajak melihat bahwa lembaga pajak beroperasi secara transparan, responsif, dan bebas dari korupsi, maka persepsi positif terhadap integritas dan kredibilitas lembaga tersebut akan meningkat. Kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme psikologis sebagai perantara pengaruh tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kepercayaan wajib pajak berperan sebagai mediator utama dalam hubungan antara kualitas tata kelola dan kepatuhan pajak. Proses ini terjadi melalui beberapa tahapan: pertama, tata kelola yang baik menciptakan persepsi bahwa institusi pajak menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab; kedua, persepsi ini membangun kepercayaan wajib pajak terhadap institusi, sehingga mereka merasa aman dan yakin bahwa hak serta kewajiban mereka diperlakukan secara adil; ketiga, kepercayaan yang tinggi mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, melaporkan dan membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu, serta mematuhi aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika tata kelola institusi pajak lemah atau terdapat praktik korupsi, kepercayaan wajib pajak akan menurun, sehingga kepatuhan pajak pun cenderung melemah. Dengan demikian, kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana kualitas tata kelola dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kepatuhan pajak.
Penelitian Anjarwi (2025) secara langsung menunjukkan bahwa kepercayaan memediasi pengaruh kualitas tata kelola terhadap moral pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Mohammed Alkali dkk. (2021) mendukung temuan ini dengan menunjukkan peran mediasi kepercayaan antara kualitas tata kelola dan kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa ditemukan oleh Masri dkk. (2025) yang menekankan kualitas tata kelola sebagai faktor yang memperkuat kepercayaan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H6: Kepercayaan memediasi hubungan kualitas tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak
[bookmark: _Toc212749105]Pengaruh Kepercayaan dalam Memediasi Hubungan Faktor Institusional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Teori institusional menekankan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kekuatan faktor institusional, baik formal maupun informal. Faktor formal mencakup kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang secara resmi mengatur sistem perpajakan, sementara faktor informal meliputi norma sosial, budaya lingkungan, dan kebiasaan masyarakat yang berkembang di sekitar wajib pajak. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan secara konsisten dan adil akan membangun persepsi positif terhadap kredibilitas institusi pajak, sedangkan norma sosial dan budaya yang mendukung kepatuhan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Kepercayaan wajib pajak tumbuh ketika institusi pajak mampu menunjukkan legitimasi melalui penerapan aturan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai sosial serta budaya yang berlaku. 
Kepercayaan wajib pajak berperan sebagai penghubung utama antara faktor institusional dan kepatuhan pajak. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan: kebijakan dan undang-undang yang transparan dan adil membangun persepsi positif terhadap institusi pajak; norma sosial dan budaya lingkungan yang mendukung perilaku patuh pajak memperkuat kepercayaan wajib pajak; dan kepercayaan yang tinggi mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, melaporkan dan membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu, serta mematuhi aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika kebijakan tidak konsisten atau norma sosial di masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran pajak, kepercayaan wajib pajak akan menurun dan kepatuhan pun melemah. Dengan demikian, kepercayaan menjadi mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana faktor institusional dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kepatuhan pajak.
Penelitian Anjarwi (2025) menegaskan peran kepercayaan sebagai mediator antara faktor institusional dan kepatuhan pajak dengan hasil yang signifikan. Penelitian Mohammed Alkali dkk. (2021) juga mengemukakan peran mediasi kepercayaan antara elemen kelembagaan seperti akuntabilitas dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah:
H7: Kepercayaan memediasi hubungan faktor institusional terhadap kepatuhan wajib pajak
[bookmark: _Toc212749106]Model Penelitian
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dirumuskan diatas, maka 
dibuat model penelitian sebagai berikut:
[image: ]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Peneliti, 2025
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[bookmark: _Toc212749107]
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc212749108]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc212749109]Variabel Dependen (Y)
Menurut Sugiyono (2023), variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena munculnya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)
Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela merupakan bentuk kepatuhan yang mencerminkan ketaatan individu terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan kesadaran pribadi, tanpa adanya unsur paksaan maupun rasa takut terhadap sanksi perpajakan. Indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sukarela meliputi: 
17. Membayar pajak adalah hal yang benar dan wajar untuk dilakukan.
18. Membayar pajak adalah tanggung jawab yang seharusnya diterima dengan sukarela oleh semua warga negara.
19. Saya membayar pajak untuk mendukung negara, warga negara serta program-programnya.
20. Saya akan membayar pajak bahkan ketika tidak ada pengawasan karena saya yakin bahwa saya melakukan hal yang benar.
21. Membayar pajak tepat waktu adalah hal yang penting karena saya senang berkontribusi untuk kebaikan semua orang.
22. Saya merasa secara moral berkewajiban untuk jujur melaporkan semua penghasilan saya untuk keperluan pajak karena saya menganggapnya sebagai tanggung jawab saya.
23. Saya akan membayar pajak bahkan jika tidak ada pemeriksaan pajak.
Ketujuh indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5
Kepatuhan Wajib Pajak Paksaan merupakan bentuk kepatuhan yang timbul karena adanya rasa terpaksa atau ketakutan terhadap sanksi yang lebih berat. Tingkat kepatuhan ini cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kewenangan otoritas pajak, yang mengurangi peluang masyarakat untuk melakukan penghindaran pajak. Indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak paksaan meliputi:
1. Saya membayar pajak karena merasa harus, bukan karena keinginan sendiri.
2. Saya membayar pajak karena sering ada pemeriksaan pajak.
3. Saya membayar pajak walaupun sebenarnya saya ingin tidak membayar pajak.
4. Saya membayar pajak karena kantor pajak sering memeriksa wajib pajak.
5. Saya membayar pajak karena takut akan diperiksa oleh petugas pajak.
6. Saya membayar pajak karena takut dengan sanksi atau hukuman pajak yang berat.
7. Saya membayar pajak karena tidak tahu cara menghindari pajak tanpa ketahuan.
Ketujuh indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5.
[bookmark: _Toc212749110]Variabel Independen (X)
Menurut Sugiyono (2023), variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau munculnya variabel dependen (variabel terikat). Adapun variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:
Kualitas Tata Kelola (Governance Quality)
Kualitas tata kelola adalah sejauh mana pemerintah suatu negara menggunakan wewenangnya untuk mengatur dan mengendalikan sumber daya ekonomi dan sosial guna mendorong pembangunan nasional yang mencerminkan tingkat intervensi negara dalam kehidupan masyarakat (Syahdullah, 2015). Indikator kualitas tata kelola meliputi:
24. Menggunakan pendapatan pajak secara bijaksana untuk kepentingan publik.
25. Tidak ada pengeluaran pemerintah yang kurang efisien atau kontroversial dalam alokasi pendapatan pajak.
26. Pengelolaan roda pemerintahan secara efektif, termasuk dalam administrasi perpajakan.
27. Pengambilan langkah dan tindakan yang tepat untuk mendorong pelaksanaan administrasi perpajakan serta peningkatan pendapatan pajak.
28. Peraturan pajak saat ini cukup untuk menangani perekonomian dan perkembangan bisnis negara.
29. Hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam hal yang berkaitan dengan pajak.
30. Upaya pemberantasan korupsi di sektor perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah.
Ketujuh indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuisioner dengan skala likert 1-5.
Faktor Institusional (Institutional Determinants)
Faktor institusional merupakan kerangka formal dan informal yang berpengaruh dalam membentuk perilaku individu maupun kelompok, serta mempengaruhi sikap dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Struktur formal mencakup aturan tertulis, kebijakan, dan prosedur yang dapat dioperasionalkan secara administratif, sedangkan kerangka informal meliputi norma, budaya, dan kepercayaan yang tersusun dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat maupun organisasi (Horodnic, 2018). Indikator faktor institusional meliputi:
31. Kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
32. Efektivitas pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan peraturan perpajakan.
33. Dukungan pemerintah yang memadai dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
34. Norma sosial mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
35. Tingkat kejujuran dalam pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak di masyarakat cukup tinggi.
Kelima indikator tersebut diukur menggunakan kuisioner dengan skala likert 1-5.
[bookmark: _Toc212749111]Variabel Intervening (Mediasi)
Menurut Sugiyono (2023), secara teoritis variabel intervening adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga hubungannya menjadi tidak langsung, serta dapat diamati dan diukur. Adapun variabel mediasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kepercayaan (Trust)
Kepercayaan adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan penegakan perpajakan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi sukarela dan kepatuhan perpajakan (Ali & Ahmad, 2014). Pengukuran variabel kepercayaan diukur dengan indikator sebagai berikut:
36. Kejujuran dalam pelaporan penghasilan kena pajak oleh masyarakat.
37. Masyarakat tidak terlibat dalam penghindaran atau penggelapan pajak.
38. Pengelolaan pendapatan pajak secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
39. Tindakan otoritas pajak yang jujur dan transparan dalam pengelolaan pajak.
40. Pengambilan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.
Skala likert 1 sampai 5 digunakan dalam kuesioner untuk mengukur kelima faktor tersebut.
[bookmark: _Toc212749112]Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc212749113]Populasi
Menurut Sugiyono (2023) populasi adalah kelompok generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda yang belum diketahui jumlahnya secara pasti.
[bookmark: _Toc212749114]Sampel
Sampel adalah sebagian dari banyaknya populasi dalam suatu tempat atau wilayah dan mewakili populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua wajib pajak orang pribadi menjadi objek penelitian, karena tidak efektif dan efisien. Maka dilakukanlah sampel dengan menggunakan sampel acak sederhana, karena tidak ada kriteria khusus yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini. 
Pengambilan sampel menggunakan rumus Hair dkk. (2019) karena ukuran populasi yang belum diketahui pasti. Hair dkk. menyarankan ukuran sampel minimum 5-10 kali jumlah indikator. Dengan 31 indikator, maka ukuran sampel = 31 x 5 = 155 responden.



[bookmark: _Toc212749115]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
41. Jenis data berdasarkan sumbernya
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer. Data primer didapatkan langsung dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada sejumlah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda melalui google form. 
42. Jenis data berdasarkan sifatnya
Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini mengambil data dalam jumlah banyak bisa dalam puluhan atau bahkan sampai dengan ribuan karena populasi responden yang sangat luas dan dimaksudkan untuk menguji hipotesis dalam penelitian yang dilakukan.
[bookmark: _Toc212749116]Metode Pengumpulan Data
Kuesioner digunakan dalam penelitian ini sebagai alat pengumpulan data. Kuesioer adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada responden atau penyajian pernyataan tertulis untuk mendapatkan tanggapan mereka (Sugiyono, 2023). Jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur dan temuannya sejalan dengan hipotesis penelitian, maka teknik ini dianggap lebih efisien. Skala pengukuran likert-score (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju), dan (5) sangat setuju digunakan dalam kuesioner penelitian.
[bookmark: _Toc212159202]Tabel 3. 1 Skor Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat tidak setuju
	1

	Tidak Setuju
	2

	Netral
	3

	Setuju
	4

	Sangat setuju
	5


Sumber: Sugiyono, 2023
[bookmark: _Toc212749117]Alat Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini digunakan analisis Partial Least Square, metode alternatif transisi dari pendekatan Structural Equation Modelling (SEM)  melalui aplikasi SmartPLS versi 4.0. SEM adalah metode analitis untuk  memperkirakan dan menguji hubungan sebab-akibat.
[bookmark: _Toc212749118]Model Pengukuran (Outer Model)
Uji validitas konvergen dan validitas diskriminan membentuk model pengukuran (outer model) atau uji validitas konstruk dalam PLS-SEM. Menemukan hubungan yang signifikan antara konstruk dan item pertanyaan serta hubungan lemah dengan variabel lain merupakan salah satu metode pengujian validitas suatu konsep.
Uji Validitas
Uji validitas mengevaluasi apakah sebuah survei itu valid. Sebuah pertanyaan survei disebut valid jika pertanyaan tersebut dapat diukur oleh survei tersebut. Pengujian validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. 
Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip ukuran konstruk (manifest variabel) harus bernilai tinggi. Nilai loading factor dan membandingkannya dengan rule of thumb (>0,70) untuk melakukan uji validitas konvergen, selanjutnya nilai Average Variance Extracted (AVE) dan membandingkannya dengan rule of thumb (>0,50) (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Uji validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten sebagai pedoman akar kuadrat AVE > korelasi antar konstruk laten.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas mengukur kuesioner sebagai indikator variabel penelitian. Suatu variabel dianggap dapat diandalkan jika tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten. Cronbach Alpha digunakan sebagai metode uji dalam penelitian ini karena berkerja dengan baik dengan skala seperti skala likert. Uji reliabilitas merupakan lanjutan dari uji validitas, persyaratan bahwa composite reliability harus lebih besar dari 0,70 merupakan persyaratan yang sering digunakan untuk mengevaluasi keandalan komponen. Composite reliability dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai Cronbach’s alpha. Jika nilai Cronbach’s alpha > 0,60 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach’s alpha (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
[bookmark: _Toc212749119]Model Struktural (Inner Model)
Nilai R-Square dan Path analysis merupakan dua komponen item yang digunakan dalam mengevaluasi model struktural (inner model).
R-Square
Nilai R-Square dapat digunakan untuk menghitung persentase variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau untuk menilai besarnya fluktuasi variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria nilai R-Square adalah 0.25 untuk lemah, 0,50 untuk sedang, dan 0,75 untuk kuat (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
Uji F-Square
Uji F-square menganalisis besar pengaruh variabel bebas pada variabel terikat apakah termasuk kategori lemah, medium, atau kuat pada tingkat struktural. Dengan effect size f2 0,02 lemah, 0,15 menengah dan 0,35 besar (Ghozali & Kusumadewi, 2023).
Path Analysis
Nilai estimasi model struktural agar suatu hubungan jalur menjadi signifikan disebut analisis jalur atau estimasi path analysis. Nilai signifikansi tersebut diperoleh dengan menggunakan metode bootstrapping.
[bookmark: _Toc212749120]Uji Hipotesis
Dengan menggunakan SmartPLS 4, analisis model persamaan struktural (SEM) digunakan untuk pengujian hipotesis. Selain untuk memverifikasi teori, pemodelan struktural model komprehensif juga memperjelas ada tidaknya variabel laten (Ghozali & Kusumadewi, 2023). 
Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen, selain itu tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau ditolak. Rules of thumb yang digunakan melihat nilai path coefficient dan dengan tingkat signifikansi p-value kurang 0,05 (5%). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan diterima jika nilai path coefficient positif dan tingkat signifikan p-value < 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan ditolak jika hasil nilai path coefficient negatif atau nilai signifikansi p-value > 0,05.
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Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), dalam menganalisis variabel mediasi, terdapat 3 jenis mediasi sebagai berikut :
43. Mediasi penuh (Full mediation), yaitu jika variabel independen tidak dapat memengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen tanpa melalui variabel mediasi.
44. Mediasi sebagian (Partial mediation), yaitu jika variabel independen dapat memengaruhi secara langsung variabel dependen tanpa melalui atau melibatkan mediasi.
45. Tidak memediasi, yaitu ketika variabel independen berpengaruh tidak signifikan pada variabel dependen tanpa variabel mediasi, yang koefisiennya sama dengan jika menggunakan variabel mediasi.
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